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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan nikmat-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demi 

terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan akuntabel. Laporan 

ini menggambarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Utama selama tahun 2025. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan 

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 

2025.  Pengadilan Militer Utama terus berupaya meningkatkan kinerja layanan kepada 

publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik kepada pencari keadilan 

maupun kepada masyarakat pengguna layanan lainnya. Laporan pelaksanaan kegiatan 

telah disusun sesuai outline yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

sebagaimana surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 

2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 telah diupayakan 

secara optimal dan obyektif, namun masih terdapat kekurangan dan 

ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang membangun 

diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan ke depannya guna 

perbaikan layanan hukum dan layanan publik lainnya.  

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi 

dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap hakim dan aparatur 

Pengadilan Militer Utama yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari 

keadilan. Semoga Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita 

semua. 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta,          Januari 2026 

Kepala Pengadilan Militer Utama 

 

 

 

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. 

Laksamana Muda TNI 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN 2025 

 

JANUARI 2025 

 

Jakarta, 13 Januari 2025. 

Kepala Pengadilan Militer Utama 

Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., 

M.H. memimpin Kegiatan 

Penandatanganan Pakta Integritas 

dan Perjanjian Kinerja Tahunan 

Tahun 2025. Kegiatan yang dihadiri 

oleh seluruh personel Pengadilan 

Militer Utama ini bertujuan agar 

seluruh personel selalu ingat untuk menjaga Integritas sehingga terhindar dari 

pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Satker dan diri sendiri 

 

 

Jakarta, 16 Januari 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. membuka 

Kegiatan Sosialisasi RKAKL 

Pengadilan Militer Utama 

Tahun Anggaran 2025. 

Kegiatan Sosialisasi tersebut 

dimulai dengan Pemaparan 

RKAKL oleh Sekretaris 

Dilmiltama Ibu Nuratiah, S.H., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dilmiltama dan 

diakhiri dengan sesi tanya jawab. 
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FEBRUARI 2026 

 

Jakarta, 12 Februari 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. memimpin 

Acara Pelantikan dan 

Pengambilan Sumpah 

Jabatan Marsma TNI Evi 

Zuraida, S.H., M.H. sebagai Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama. 

 

 

Jakarta, 20 Februari 2025 

Bertempat di Ruang Sidang 

Utama Pengadilan Militer 

Tinggi II Jakarta, Kepala 

Pengadilan Militer Utama 

Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. 

memimpin Acara Purna 

Bakti Ketua Kamar Militer 

Mahkamah Agung RI 

Mayjen (Purn) Dr. Burhan 

Dahlan, S.H., M.H. Kegiatan tersebut dihadiri oleh YM Hakim Agung Militer, Ditjen 

Badilmiltun MA RI, seluruh Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan Kepala Pengadilan 

Militer serta warga Peradilan Militer seluruh Indonesia secara daring. 
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Jakarta, 21 Februari 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Utama Pengadilan Militer Utama, 

Kepala Pengadilan Militer Utama 

Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, 

S.H., M.H. memimpin Acara 

Pengambilan Sumpah dan 

Pelantikan serta Serah Terima 

Jabatan Kepala Pengadilan di 

Lingkungan Peradilan Militer. 

 

 

MARET 2025 

Jakarta, 6 Maret 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, 

telah dilaksanakan 

Launching dan Sosialisasi 

Aplikasi SiePertama (Sistem 

Elektronik Penyelesaian 

Perkara Dilmiltama) oleh 

Kepaniteraan Pengadilan 

Militer Utama. Dibuatnya 

aplikasi ini merupakan salah satu wujud untuk mendukung program pemerintah dalam 

efisiensi anggaran dengan mengurangi penggunaan kertas sehingga proses 

pemeriksaan berkas perkara dan penyelesaiannya menjadi paperless. 
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APRIL 2025 

 

Jakarta, 8 April 2025. 

Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda 

TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. 

memimpin Kegiatan Apel Pagi 

Gabungan yang dihadiri oleh seluruh 

personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan 

Dilmil II-08 Jakarta. Kegiatan dilanjutkan 

dengan Halal Bihalal dalam rangka Hari 

Raya Idul Fitri 1446 H. 

 

Jakarta, 9 April 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan 

Militer Utama, Kepala Pengadilan 

Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. memimpin Acara 

Laporan Korps Kenaikan Pangkat 

Perwira, Bintara dan Tamtama 

Periode 1 April 2025 di Lingkungan 

Peradilan Militer. 

 

Jakarta, 16 April 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang Utama 

Pengadilan Militer Utama, Kepala 

Pengadilan Militer Utama Laksda TNI 

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. beserta 

Wakadilmiltama, Hakim Militer Utama, 

Panitera dan Pejabat Kepaniteraan 

Dilmiltama, mengikuti Pengarahan 

Khusus oleh Dirjen Badilmiltun MA 

RI Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. Pengarahan tersebut turut 

dihadiri oleh Para Hakim Militer Tinggi dan Para Hakim Militer di Wilayah Jakarta. 



 

Page 6 of 89 
 

Jakarta, 16 April 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, telah 

dilaksanakan Sidang Perbedaan 

Pendapat yang dipimpin langsung 

oleh Hakim Ketua Laksda TNI 

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. 

dengan Hakim Anggota Brigjen 

TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan 

Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., serta didampingi oleh Panitera Pengganti Kolonel 

Kum M. Idris, S.H., M.H. dan Letkol Chk M. Yahya, S.H., M.H. 

Hadir dalam persidangan tersebut Wakil Oditur Jenderal TNI Brigjen TNI Eko Prasetyo, 

S.H., M.H., serta Perwira Yang ditunjuk mewakili Papera Asrenum Panglima TNI yang 

hadir secara langsung dan Papera Kakum Korem 141/Toddopu yang hadir secara 

daring. 

 

 

Jakarta, 28 April 2025. 

Pengadilan Militer Utama 

menyelenggarakan Acara Anotasi 

Pengadilan Militer Pertempuran 

Menurut Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer, dengan Narasumber Dosen 

STHM Ditkumad Kolonel (Purn) 

Jacob Luna Sumuk, S.H. Acara 

tersebut dihadiri oleh seluruh personel Peradilan Militer baik secara luring maupun 

daring. 
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MEI 2025 

 

Jakarta, 6 Mei 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu 

Edy Aryanto, S.H., M.H. 

didampingi oleh Tim 

Pembangunan Zona 

Integritas Pengadilan 

Militer Utama, melakukan 

Kunjungan ke Oditurat 

Jenderal TNI dalam 

rangka Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas. Pada kunjungan tersebut 

Kadilmiltama dan Tim disambut langsung oleh Oditur Jenderal TNI Mayjen TNI Dr. 

Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. beserta Tim. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan 

pengalaman dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang kedua Predikat 

tersebut sudah diraih oleh Pengadilan Militer Utama. 

 

Jakarta, 15 Mei 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. 

memimpin Acara 

Pengambilan Sumpah dan 

Pelantikan Pegawai Negeri 

Sipil pada Pengadilan Militer 

Utama, atas nama Syarif 

Hasan, Lc., Riwando 

Manihuruk, S.H. dan Egia 

Rasido Tarigan, S.H. Pada kesempatan tersebut Kadilmiltama berpesan agar menjaga 

Integritas, meningkatkan Kinerja dan selalu menjunjung nilai-nilai ber-AKHLAK. 
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Jakarta, 20 Mei 2025. 

Bertempat di Lapangan 

Apel Dilmilti II Jakarta, 

seluruh Personel 

Dilmiltama, Dilmilti II 

Jakarta dan Dilmil II-08 

Jakarta mengikuti 

Kegiatan Upacara 

Bendera Memperingati 

Hari Kebangkitan 

Nasional Ke-117 Tahun 

2025 dengan Tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Bertindak sebagai 

Inspektur Upacara Hakim Militer Utama Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H. 

 

Banjarmasin, 21 - 23 Mei 2025. 

Wakil Kepala Pengadilan Militer 

Utama Brigadir Jendral TNI Apel 

Ginting, S.H., M.H. didampingi 

Hakim Militer Utama Brigadir 

Jendral TNI Faridah Faisal, S.H., 

M.H., Sekretaris Dilmiltama Ibu 

Nuratiah, S.H., M.H. serta 

Panitera Pengganti Dilmiltama Letkol Chk Muhammad Yahya, S.H., M.H. melaksanakan 

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memonitoring kinerja satker baik di bidang 

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan merupakan salah satu program kerja dari 

Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan mutu dan integritas personel di 

Lingkungan Peradilan Militer. 
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JUNI 2025 

 

Jakarta, 2 Juni 2025. 

Bertempat di Lapangan Apel Dilmilti II 

Jakarta, seluruh Personel Dilmiltama, 

Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta 

mengikuti Kegiatan Upacara Bendera 

Memperingati Hari Lahir Pancasila 

Tahun 2025 dengan Tema 

“Memperkokoh Ideologi Pancasila 

Menuju Indonesia Raya”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Hakim Militer Utama 

Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. 

 

Jakarta, 10 Juni 2025. 

Bertempat di Gedung 

Pengadilan Militer Utama, 

dilaksanakan Acara 

Peringatan Hari Jadi 

Peradilan Militer ke-79. Hari 

Jadi Peradilan Militer jatuh 

pada tanggal 8 Juni setiap 

tahunnya, sesuai dengan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 84/KMA/SK.OTI.1/V/2025 tentang 

Penetapan Hari Jadi Peradilan Militer. Mengusung Tema “Peradilan Militer Tangguh, 

Indonesia Maju”, acara Peringatan Hari Jadi Peradilan Militer diawali dengan sambutan 

dari YM Ketua Muda Militer MA RI Brigjen (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. yang 

dibacakan oleh YM Hakim Agung Brigjen (Purn) Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Acara 

dilanjutkan dengan Pemotongan tumpeng oleh Dirjen Badilmiltun MA RI Marsda TNI Dr. 

Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. yang diserahkan secara simbolis kepada YM Hakim 

Agung Brigjen (Purn) Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Kadilmiltama Laksda TNI 

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. Kemudian acara diakhiri dengan Pengumuman Pemenang 

Lomba Yel-yel antar Satker dilingkungan Peradilan Militer dan penyerahan Piagam 

secara simbolis kepada para pemenang. 
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Medan, 18 - 20 Juni 2025. 

Bertempat di Pengadilan 

Militer Tinggi I Medan, telah 

dilaksanakan kegiatan 

Sidang Keliling dengan 

Agenda Penyelesaian 

Perkara Tingkat Banding. 

Sidang tersebut dipimpin 

langsung oleh Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., 

M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim Anggota Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., 

M.H., dan Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H., serta didampingi oleh Panitera Pengganti 

Letnan Kolonel Chk Ata Wijaya, S.H., M.H. Sidang Keliling ini dilaksanakan sebagai 

salah satu bentuk pelayanan terhadap para pencari keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Militer Utama. 

 

Jakarta, 30 Juni 2025. 

Pengadilan Militer Utama 

menyelenggarakan Acara 

Pengantar Purnabakti 

Wakadilmiltama Brigjen TNI 

Apel Ginting, S.H., M.H. Acara 

diawali dengan Kesan dan 

Pesan dari Wakadilmiltama 

beserta Ibu, lalu dilanjutkan 

dengan Sambutan dari Kadilmiltama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. dan 

penyampaian Kesan dan Pesan dari personel Dilmiltama yang diwakilkan oleh Letkol 

Ata Wijaya, S.H., M.H. Acara tersebut juga dihadiri oleh Para Kadilmilti dan Kadilmil 

jajaran Peradilan Militer dan seluruh personel di Lingkungan Peradilan Militer baik secara 

luring maupun daring. 
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JULI 2025 

 

Jakarta, 11 Juli 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu 

Edy Aryanto, S.H., M.H. 

memimpin Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengarahan untuk Para 

Kadilmilti, Hakim Militer 

Tinggi, Kadilmil dan 

Wakadilmil di Lingkungan 

Peradilan Militer. Pada 

Kegiatan tersebut Kadilmiltama menyampaikan beberapa hal diantaranya: 

1. Penekanan Perma 7, 8, 9 Tahun 2016 serta Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017; 

2. Penyampain Kebijakan-kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI 

dan Pengadilan Militer Utama; 

3. Apresiasi kepada seluruh jajaran Peradilan Militer yang sudah turut memeriahkan 

Peringatan Hari Jadi Peradilan Militer; dan 

4. Implementasikan 5 Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI serta tanamkan Integritas 

pada hati sanubari dan jaga citra Peradilan Militer. 

 

Jakarta, 18 Juli 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. 

memimpin Acara 

Pengambilan Sumpah 

Jabatan dan Pelantikan 

Brigjen TNI Faridah Faisal, 

S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama. 
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Manado, 20 - 22 Juli 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu 

Edy Aryanto, S.H., M.H. 

didampingi oleh 

Wakadilmiltama Brigjen 

TNI Faridah Faisal, S.H., 

M.H. dan Hakim Militer 

Utama Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H. serta Panitera Pengganti Dilmiltama Letkol 

Laut (H) Rachmad Roni, S.H., M.H. melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan pada Pengadilan Militer III-17 Manado. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

guna memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan 

dan merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk 

meningkatkan mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer. 

 

AGUSTUS 2025 

 

Jakarta, 4 Agustus 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu 

Edy Aryanto, S.H., M.H. 

beserta para Pejabat 

Pengadilan Militer Tinggi II 

Jakarta dan Pengadilan 

Militer II-08 Jakarta, 

menerima kunjungan dari Tim Badan Pemeriksaan Keuangan dalam rangka 

Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan Tahun 2024 dan 

Semester I 2025 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan 

tersebut akan dilaksakan di Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta sampai 

dengan tanggal 7 Agustus 2025. 

 

 

 



 

Page 13 of 89 
 

Jakarta, 17 Agustus 2025. 

Wakil Kepala Pengadilan Militer 

Utama Brigjen TNI Faridah Faisal, 

S.H., M.H. menjadi Inspektur 

Upacara pada Upacara Bendera 

Peringatan HUT Ke-80 

Kemerdekaan Republik 

Indonesia dengan Tema "Bersatu 

Berdaulat, Rakyat Sejahtera, 

Indonesia Maju". Upacara tersebut diikuti oleh seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II 

Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta. 

 

Jakarta, 19 Agustus 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. beserta 

seluruh Personel Pengadilan 

Militer Utama menghadiri 

Upacara Peringatan HUT 

ke-80 Mahkamah Agung RI 

yang dilaksanakan di 

Lapangan Tenis Indoor 

Mahkamah Agung RI. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua Mahkamah Agung RI 

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Pada Peringatan HUT ke-80 Mahkamah Agung RI ini 

mengusung Tema "PENGADILAN BERMARTABAT, NEGARA BERDAULAT" 

Pada Upacara tersebut, Jajaran Peradilan Militer dipercaya sebagai Panitia 

Penyelenggara Upacara. Bertindak sebagai Perwira Upacara Hakim Militer Tinggi 

Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H., dan Komandan Upacara Kadilmil II-08 Jakarta 

Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H. 

 

 

 

 



 

Page 14 of 89 
 

Jakarta, 22 Agustus 2025.  

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. 

memimpin Acara 

Pengambilan Sumpah 

Jabatan dan Pelantikan 

Letkol Chk (K) Iyah 

Syafriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Militer Utama. 

 

 

SEPTEMBER 2025 

 

Jakarta, 1 September 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, 

sebanyak 9 orang Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) resmi 

dilantik dan disumpah dalam 

prosesi yang dipimpin langsung 

oleh Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut Kadilmiltama berpesan untuk menjaga 

amanah serta tanggungjawab yang telah diberikan dengan sebaik mungkin sehingga 

dapat meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang ada di Pengadilan 

Militer Utama. 
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OKTOBER 2025 

 

Jakarta, 1 Oktober 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. menjadi 

Inspektur Upacara 

Peringatan Hari Kesaktian 

Pancasila yang 

dilaksanakan pada hari 

Rabu, 1 Oktober 2025 di 

Lapangan Apel Dilmilti II 

Jakarta. Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang mengusung Tema 

"PANCASILA PEREKAT BANGSA MENUJU INDONESIA RAYA" diikuti oleh seluruh 

personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 Jakarta. 

 

Jakarta, 1 Oktober 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, Kepala 

Pengadilan Militer Utama Laksda 

TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. 

memimpin Acara Laporan Korps 

Kenaikan Pangkat Perwira, 

Bintara dan Tamtama Periode 1 

Oktober 2025 di Lingkungan 

Peradilan Militer. 
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Jakarta, 17 Oktober 2025. 

Bertempat di Lapangan Apel 

Dilmilti II Jakarta, seluruh 

personel Pengadilan Militer 

Utama, Pengadilan Militer Tinggi 

II Jakarta, Pengadilan Militer II-

08 Jakarta melaksanakan 

Kegiatan Olahraga Bersama. 

Kegiatan diawali dengan Apel Pagi Gabungan dan dilanjutkan dengan Kegiatan Senam 

Bersama. Pada Kegiatan tersebut turut hadir YM Hakim Agung Kamar Militer Brigjen 

(Purn) Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan YM Hakim Agung Kamar Militer 

Kolonel Chk (Purn) Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H., YM Hakim Agung Kamar 

TUN Dr. H. Hari Sugiharto,S.H.,M.H. serta Dirjen Badilmiltun MA RI Marsda TNI Dr. 

Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. 

 

Sidoarjo, 22-24 Oktober 

2025. 

Bertempat di Pengadilan 

Militer Tinggi III Surabaya, 

telah dilaksanakan 

kegiatan Sidang 

Keliling dengan Agenda 

Penyelesaian Perkara 

Tingkat Banding. Sidang 

tersebut dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto 

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Hakim Anggota Brigjen TNI Faridah Faisal S.H., 

M.H. dan Marsma TNI Evi Zuraida S.H., M.H. serta didampingi oleh Panitera Pengganti 

Letkol Chk (K) Iyah Syafriah S.H., M.H. Sidang keliling ini dilaksanakan sebagai bentuk 

pelayanan terhadap para masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan 

Militer Utama. 
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Jakarta, 28 Oktober 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer II-08 Jakarta 

seluruh personel Dilmiltama, 

Dilmilti II Jakarta dan Dilmil II-08 

Jakarta mengikuti Upacara 

Peringatan Hari Sumpah 

Pemuda yang mengusung Tema 

"PEMUDA PEMUDI 

BERGERAK, INDONESIA 

BERSATU". Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kadilmilti II Jakarta Laksma TNI Tuty 

Kiptiani. S.H., M.H. 

 

 

NOVEMBER 2025 

 

Jakarta, 3 November 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Pengadilan Militer Utama, 

Kolonel Chk (K) Ida Yanti, 

S.H., M.H. resmi dilantik dan 

disumpah sebagai Panitera 

Pengadilan Militer Utama 

dalam prosesi yang dipimpin 

langsung oleh Kepala 

Pengadilan Militer Utama 

Laksamana Muda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut 

Kadilmiltama berpesan untuk menjaga Intergritas, etika, dan profesionalisme dalam 

menjalankan tugas, menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan 

Jurusita (SK KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013). 
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Bekasi, 4 – 6 November 2025.  

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. beserta 

Sekretaris Pengadilan Militer 

Utama Ibu Nuratiah, S.H., M.H. 

menghadiri Kegiatan Rapat 

Koordinasi Teknis di 

Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh 

Dirjen Badilmiltun MA RI Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. dengan 

Tema Kegiatan “Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Selaras dan 

Berintegritas”. Pada kesempatan tersebut juga diselenggarakan Kegiatan Pemberian 

Apresiasi Bidang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Militer oleh Ditjen 

Badilmiltun MA RI. 

 

Jakarta, 10 November 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksamana Muda TNI 

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. 

menjadi Inspektur Upacara 

Peringatan Hari Pahlawan 

yang dilaksanakan pada hari 

Senin, 10 November 2025 di 

Lapangan Apel Dilmilti II 

Jakarta. Upacara Peringatan 

Hari Pahlawan kali ini mengusung Tema "Pahlawanku Teladanku: Terus Bergerak 

Melanjutkan Perjuangan" yang diikuti oleh seluruh personel Dilmiltama, Dilmilti II Jakarta 

dan Dilmil II-08 Jakarta. 
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Jakarta, 18 November 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Utama Pengadilan Militer 

Utama, Kepala Pengadilan 

Militer Utama Laksamana 

Muda TNI Ismu Edy Aryanto, 

S.H., M.H. memimpin Acara 

Pengambilan Sumpah, 

Pelantikan, dan Serah 

Terima Jabatan Kepala 

Pengadilan Militer Tipe B di Lingkungan Peradilan Militer. Pada kesempatan 

tersebut Kadilmiltama berpesan bahwa Seorang Kadilmil merupakan Role Model yang 

menjadi Inspirasi dan Teladan dari Organisasi yang dipimpin serta mampu 

melaksanakan reformasi birokrasi guna meraih dan mempertahankan Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

 

Jakarta, 24 November 2025. 

Tim IT Ditjen Badilmiltun 

melaksanakan kegiatan 

Sosialisasi Aplikasi 

Persuratan yang di sebut 

SIMPAN Terintegrasi kepada 

seluruh Personel Pengadilan 

Militer Utama bertempat di 

Ruang Sidang Utama 

Pengadilan Militer Utama. 
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Jakarta, 27 November 2025. 

Universitas Pahlawan 

Tuanku Tambusai 

melaksanakan Studi 

Lapangan di Lingkungan 

Peradilan Militer se-Jakarta. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksmana Muda TNI 

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai struktur, 

kewenangan, serta proses peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Termasuk 

pemahaman mengenai mekanisme persidangan, penegakan disiplin militer, serta 

manajemen kelembagaan pada Pengadilan Militer Utama. 

 

DESEMBER 2025 

 

Jakarta, 2 Desember 2025. 

Bertempat di Ruang Sidang 

Utama Pengadilan Militer 

Utama, Kepala Pengadilan 

Militer Utama Laksamana 

Muda TNI Ismu Edy Aryanto, 

S.H., M.H. memimpin Acara 

Pengambilan Sumpah dan 

Pelantikan Wakil Kepala 

Pengadilan Militer I-07 

Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pengadilan Militer Utama 

mengamanatkan untuk berfokus pada reformasi dan birokrasi untuk mencegah korupsi 

dan meningkatkan kualitas palayanan publik. 
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Jakarta, 10 Desember 2025. 

Bertempatan di Ruang 

Sidang Pengadilan Militer 

Utama. Kepala Kantor 

Wilayah DJP Jakarta Timur, 

Ahmad Djamhari, S.E., 

M.Tax., Kepala KPP Pratama 

Jakarta Cakung, Choirul 

Bachri Lubis, S.T., M.M., 

Kepala Bidang Penyuluhan 

Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Timur, Ismail, S.E., Ak., M.Si. 

melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Orang 

Pribadi melalui Aplikasi CORETAX yang di ikuti oleh seluruh Personel Pengadilan 

Militer Utama. 

 

Bandung, 12 Desember 2025. 

Kepala Pengadilan Militer Utama 

Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, 

S.H., M.H. didampingi oleh 

Panmud Pidana Dilmiltama 

Kolonel Sus Muhammad Idris 

Nasution, S.H., M.H., Kabag 

Umum dan Keuangan 

Dilmiltama Kolonel Chk Endang Sumiarto, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti Dilmiltama 

Letkol Chk Muhammad Yahya, S.H., M.H. melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

guna memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan 

dan merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk 

meningkatkan mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer. 
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Jakarta, 17 Desember 2025. 

Kepala Pengadilan Militer 

Utama Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. 

didampingi oleh Hakim Militer 

Utama Dilmiltama Brigjen TNI 

Dr. Esron Sinambela, S.S., 

S.H., M.H. dan Sekretaris 

Dilmiltama Nuratiah, S.H., M.H. melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 

pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna 

memonitoring kinerja satker baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan 

merupakan salah satu program kerja dari Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan 

mutu dan integritas personel di Lingkungan Peradilan Militer. 

 

Jakarta, 18 Desember 2025. 

Kepala Pengadilan Militer Utama 

Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, 

S.H., M.H. didampingi oleh Hakim 

Militer Utama Dilmiltama Brigjen 

TNI Dr. Esron Sinambela, S.S., 

S.H., M.H. dan Sekretaris 

Dilmiltama Nuratiah, S.H., M.H. 

melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Militer II-08 

Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memonitoring kinerja satker baik di 

bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan merupakan salah satu program kerja 

dari Pengadilan Militer Utama untuk meningkatkan mutu dan integritas personel di 

Lingkungan Peradilan Militer. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Kondisi Umum 

Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding pada 

Lingkungan Peradilan Militer yang berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia. 

Pengadilan Militer Utama berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) yang secara struktur di bawah Mahkamah 

Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer Utama selain mempunyai 

fungsi mengadili (judicial power), juga memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan 

administratif terhadap pengadilan-pengadilan di wilayah hukumnya. 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demi 

terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan akuntabel, maka 

setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan. Laporan 

pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis berdasarkan data dan fakta, bertujuan 

untuk evaluasi kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Pengadilan Militer Utama sebagai 

salah satu pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. 

 

B. Dasar Hukum 

Dasar penyusunan laporan kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam 

atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 

dan Kesekretariatan Peradilan; dan 

4. Rencana Stragetis Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 

2025 Pengadilan  Militer Utama. 
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C. Arah Kebijakan  

Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2025 diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; 

2. Proses berperkara sederhana dan cepat sesuai Undang – Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui inovasi pelayanan perkara pidana secara 

eketronik (aplikasi E-Berpadu); 

4. Peningkatan pelayanan publik dengan melakukan beberapa inovasi untuk 

memberikan kepuasan kepada Masyarakat; 

5. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui pengiriman 

salinan putusan dan berkas perkara tepat waktu; 

6. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui 

sidang di luar gedung pengadilan; 

7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh jajaran di lingkungan 

Peradilan Militer; dan 

8. Meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset. 

 

D. Rencana Strategis  

1. Visi 

Visi Pengadilan Militer Utama mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah 

sebagai berikut: 

 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG” 

 

2. Misi 

Misi Pengadilan Militer Utama dalam mencapai Visi adalah : 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama; 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama; dan 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama. 
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Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, 

Pengadilan Militer Utama memiliki motto T.E.R.B.A.I.K sebagaimana diuraikan sebagai 

berikut: 

T : Tanggap 

E : Energik 

R : Rasional 

B : Bijaksana 

A : Adil 

I : Inisiatif 

K : Konsisten 

 

3. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan strategis juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai 

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.  Rumusan 

tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan 

Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan 

b. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, 

Pengadilan Militer Utama menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut: 

a. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern 

Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian ini adalah : 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN TARGET 

1 Terwujudnya 
peradilan 
yang efektif, 
transparan, 
akuntabel, 
responsif, 
dan modern 

a. Persentase 
penyelesaian 
perkara 
secara tepat 
waktu  

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 
Jumlah perkara yang diselesaikan 

Catatan :  

• Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding 
secara tepat waktu yaitu:  
a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan 

nomor register hingga perkara di minutasi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada 
DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register 
hingga perkara di minutasi.  

• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara 
yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara 
yang masuk);  

• Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang 
Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara 
Tahun Sebelumnya;  

100% 
x 100% 
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• Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
seperti panggilan tergugat melalui media massa dan 
berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam 
perhitungan indikator ini; dan  

• SOP Dilmiltama (hal. 7) penyelesaian perkara 
perbedaan pendapat pada Dilmiltama diselesaikan 
paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai 
dengan minutasi untuk tingkat banding. 

 
Dasar Hukum :  

• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 
(Empat) Lingkungan Peradilan; dan  

• Peraturan perundang-undangan atau kebijakan 
terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian 
perkara.  

  b. Persentase 
pengiriman 
salinan 
putusan tepat 
waktu oleh 
pengadilan 
tingkat 
banding 
kepada 
pengadilan 
pengaju 

Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan 
pengaju secara tepat waktu 

Jumlah perkara yang diputus  
 
Catatan :  
Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan 
secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan 
sebagai berikut: 
a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode 

pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus 
sampai salinan putusan diupload melalui SIP 
(Sistem Informasi Pengadilan); 

b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat 
tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus 
sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan 
pengaju.  

 
Dasar Hukum : 

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan 
Putusan); 

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer Pasal 230 ayat (1) salinan putusan 
pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, 
dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut 
dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan yang 
memutus pada tingkat pertama. 

 

100% 

  c. Persentase 
putusan 
pengadilan 
yang 
diunggah 
pada direktori 
putusan 

  Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan 
                      Jumlah putusan yang telah diminutasi 
 
Catatan :  
Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan 
pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah 
putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat 
perkara diminutasi. 
 
Dasar Hukum :  

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan 
Informasi Publik di Pengadilan 

100% 

x 100% 

x 100% 
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b. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik 

Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian ini adalah : 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN TARGET 

2 
 

Meningkatnya 
Tingkat 
Keyakinan dan 
Kepercayaan 
Publik 

Indeks 
kepuasan 
pengguna 
layanan 
pengadilan 
berdasarkan 
standar 
layanan yang 
ditetapkan  

 
  Index kepuasan pengguna layanan pengadilan 

 
Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 
masyarakat pencari keadilan terhadap standar 
layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:  
1. Persyaratan;  
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;  
3. Waktu penyelesaian;  
4. Biaya/tarif 
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 
6. Kompetensi pelaksana;  
7. Perilaku pelaksana; 
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;  
9. Sarana dan prasarana.  

 
 

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:  
1. Pelayanan administrasi persidangan;  
2. Pelayanan bantuan hukum;  
3. Pelayanan pengaduan; 

Pelayanan permohonan informasi 

90 

  

c. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional 

Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian ini adalah : 

NO 
KINERJA 
UTAMA 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

PENJELASAN TARGET 

 
3 

Terwujudnya 
Manajemen 
Peradilan 
yang 
Transparan 
dan 
Profesional 
 

Indeks 
Profesionalitas 
Aparatur Sipil 
Negara (IP 
ASN) Satuan 
Kerja 
Pengadilan 

Catatan :  
Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP 
ASN) terdiri dari: 
1. Kompetensi (40%) 
2. Kinerja (30%) 
3. Kualifikasi (25%) 
4. Disiplin (5%)  
 
Dasar Hukum :  
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 
2019 

71 

Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 
(IKPA) Satuan 
Kerja 
Pengadilan 

Catatan :  
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 
a. Revisi DIPA (10%)  
b. Penyerapan Anggaran (20%) 
c. Penyelesaian Tagihan (10%) 
d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)  
e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)  
f. Belanja Kontraktual (10%)  
g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 
h. Capaian Output (25%)  

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan 
pengukuran kinerja tahun berjalan.  
 

91 
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Dasar Hukum :  
Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk 
Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga 

Nilai Kinerja 
Perencanaan 
Anggaran 

Catatan :  
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:  
a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:  

• Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 

• Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 

• Agregasi Capaian RO Satker (30%)  
b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker  

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan 
pengukuran kinerja tahun berjalan. 

70 

Indeks 
Pengelolaan 
Aset (IPA) 
Satuan Kerja 
Pengadilan 

Catatan :  
Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk 
mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai 
Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja 
tahun berjalan.  

 
Dasar Hukum :  
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan 
Barang Milik Negara Tahun 2024; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah. 

3,3 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Militer Utama 

menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan dari 

Mahkamah Agung sebagai berikut : 

1. Program : Penegakan dan pelayanan hukum 

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan militer 

a. Indikator Kegiatan: Koordinasi (Pembinaan dan Pengawasan Layanan 

Peradilan). 

b. Indikator Kegiatan: Perkara Hukum Perseorangan (Perkara yang 

diselesaikan di Pengadilan Militer Utama, Perkara yang disidang di luar 

gedung pengadilan, dan Pengiriman Salinan Putusan). 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 

b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 

banding kepada pengadilan pengaju 

c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 

d. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar 

layanan yang ditetapkan 
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2. Program : Dukungan manajemen 

a. Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan 

Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 

Indikator Kegiatan: Layanan dukungan manajemen internal 

b. Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah 

Agung. 

Indikator Kegiatan: Layanan sarana dan prasarana internal. 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan 

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan 

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan 
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E. Struktur Organisasi 
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BAB II 

KEADAAN PERKARA 

 

A. Keadaan Perkara 

1. Keadaan Perkara di Pengadilan Militer seluruh Indonesia 

Keadaan perkara di jajaran Pengadilan Militer seluruh Indonesia baik perkara 

kejahatan dan pelanggaran pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai  berikut : 

a. Perkara Kejahatan 

i. Sisa perkara tahun 2024 : 230 Perkara 

ii. Perkara masuk tahun 2025 : 2.509 Perkara 

iii. Putus    : 2.467 Perkara 

iv. Kembali    : 21 Perkara  

v. Putus NO   : Nihil  

vi. Sisa perkara Tahun 2025 : 251 Perkara  

b. Perkara Pelanggaran 

i. Sisa Perkara tahun 2024 : Nihil 

ii. Perkara masuk tahun 2025 : 246 Perkara 

iii. Putus    : 246 Perkara 

iv. Kembali    : Nihil 

v. Sisa perkara tahun 2025 : Nihil 

 

2. Keadaan Perkara di Pengadilan Militer Utama 

Pada tahun 2025 Pengadilan Militer Utama telah menyelesaikan perkara banding 

baik perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Mayor keatas  serta perbedaan 

pendapat sebagai berikut : 

a. Perkara Banding 

Jumlah perkara yang diputus adalah 26 perkara dengan rincian     sebagai berikut: 

i. Sisa tahun 2024  : 2 Perkara  

ii. Perkara masuk tahun 2025 : 24 Perkara  

iii. Putus   : 26 Perkara 

iv. Dikembalikan/dilimpahkan : Nihil 

v. Sisa tahun 2025  : Nihil  
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Jumlah amar putusan adalah 26 putusan dengan rincian sebagai  berikut: 

i. Menguatkan    : 14 Perkara 

ii. Memperbaiki    : 8 Perkara 

iii. Membatalkan    : 2 Perkara 

iv. Tidak dapat diterima   : Nihil 

v. Dikembalikan untuk disidangkan : 2 Perkara 

 

b. Perkara Perbedaan Pendapat 

Jumlah perkara perbedaan pendapat adalah 5 perkara sebagai berikut: 

i. Sisa perkara tahun 2024 : Nihil 

ii. Perkara masuk tahun 2025 : 5 Perkara 

iii. Putus    : 5 Perkara 

iv. Dikembalikan   : Nihil 

v. Sisa tahun 2025  : Nihil  

 

Jumlah amar putusan perkara perbedaan pendapat adalah 5 Perkara sebagai 

berikut : 

i. Disidangkan di Pengadilan Militer : 4 Perkara 

ii. Dikembalikan ke PAPERA  : 1 Perkara
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BULAN 

KEADAAN PERKARA TAHUN 2025 

SISA AWAL MASUK PUTUS 
DIKEMBALIKAN/ 
DILIMPAHKAN 

YANG SUDAH BHT PUTUS NO SISA AKHIR 

AD AL AU JML AD AL AU JML AD AL AU JML AD AL AU JML AD AL AU JML AD AL AU JML AD AL AU JML 

JANUARI 

- Tingkat 
Banding 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEBRUARI 

- Tingkat 
Banding 1 0 1 2 2 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARET 

- Tingkat 
Banding 2 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

APRIL 

- Tingkat 
Banding 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

- Perbedaan 
Pendapat 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEI 

- Tingkat 
Banding 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUNI 

- Tingkat 
Banding 0 1 1 2 3 2 1 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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JULI 

- Tingkat 
Banding 1 2 2 5 3 0 0 3 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 

- Perbedan 
Pendapat 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

AGUSTUS 

- Tingkat 
Banding 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

- Perbedaan 
Pendapat 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEPTEMBER 

- Tingkat 
Banding 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OKTOBER 

- Tingkat 
Banding 3 1 0 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOVEMBER 

- Tingkat 
Banding 2 0 2 4 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DESEMBER 

- Tingkat 
Banding 2 1 0 3 1 0 0 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Perbedaan 
Pendapat 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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B. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer Utama 

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus 

Jumlah Sisa Perkara pada awal Tahun 2025 ada sejumlah 2 perkara      dan telah 

diputus tepat waktu dalam rentang kurang dari 3 bulan sejak perkara tersebut masuk 

pada Tahun 2024. Sehingga persentase sisa perkara yang diputus mencapai 100%. 

 

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu 

NO BULAN 
< 3 

BULAN 
4 - 5 

BULAN 
6 - 12 

BULAN 
> 12 

BULAN 

1 JANUARI 3 0 0 0 

2 FEBRUARI 2 0 0 0 

3 MARET 3 0 0 0 

4 APRIL 2 0 0 0 

5 MEI 2 0 0 0 

6 JUNI 3 0 0 0 

7 JULI 5 0 0 0 

8 AGUSTUS 2 0 0 0 

9 SEPTEMBER 0 0 0 0 

10 OKTOBER 2 0 0 0 

11 NOVEMBER 2 0 0 0 

12 DESEMBER 3 2 0 0 

TOTAL 29 2 0 0 

Dari jumlah perkara banding dan jumlah perkara perbedaan pendapat yang 

harus diselesaikan ada sejumlah 31 Perkara,29 Perkara diputus dalam kurun 

waktu < 3 bulan dan 2 Perkara diputus dalam kurun waktu 4-5 bulan. Dari jumlah 

tersebut, maka persentase perkara yang diputus  tepat waktu mencapai 93,54%. 

 

3. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Dari jumlah 31 perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer Utama, untuk 

perkara banding sejumlah 26 putusan, dan untuk perkara perbedaan  pendapat 

ada sejumlah 5 putusan. Khusus untuk perkara perbedaan pendapat tidak ada 

Upaya Hukum Kasasi. Dari jumlah 26 putusan perkara  banding, ada sejumlah 15 

putusan yang mengajukan upaya hukum kasasi, ada sejumlah 8 putusan yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan ada sejumlah 3 putusan yang masih 

dalam proses minutasi sehingga dari perhitungan tersebut, maka persentase 

perkara yang  tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 30,77 %. 
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4. Sidang Keliling 

Pada Tahun 2025 Dilmiltama telah melaksanakan sidang keliling  sebanyak 

2 (dua) kali yaitu: 

a. Dilaksanakan di Medan  yaitu Perkara Tingkat Banding atas nama Terdakwa 

atas nama Agus Surya Dharmawan, S.E., Kolonel Laut (P) NRP 10331/P 

dan 1 (satu)  perkara lainnya. Sidang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 

Juni 2025 di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Agenda 

mendengarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Pelaksanaan sidang 

keliling tersebut tertuang dalam Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 

272/KPMU/SP.HK2.3/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025. 

b. Dilaksanakan di Surabaya yaitu Perkara Tingkat Banding atas nama 

Terdakwa Hermansyah, Mayor Laut (S), NRP 18767/P  dan 1 (satu) perkara 

lainnya.  Sidang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2025  di  ruang 

sidang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya  dengan Agenda 

mendengarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Pelaksanaan sidang  

keliling tersebut tertuang dalam Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 

601/KPMU/SP.HK2.3/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025.  

NO BULAN TANGGAL SIDANG 
TEMPAT  
SIDANG 

JUMLAH 
PERKARA 
YANG DI 

SIDANGKAN 

JUMLA H 
PERKA RA 

YANG 
PUTUS 

BIAYA SIDANG KET 

1 JANUARI N I H I L      

2 FEBRUARI N I H I L      

3 MARET N I H I L      

4 APRIL N I H I L      

5 MEI N I H I L      

6 JUNI 18 s.d. 20 Juni 2025 
Dilmilti I 
Medan 

2 2 Rp. 31.472.365  

7 JULI N I H I L      

8 AGUSTUS N I H I L       

9 SEPTEMBER N I H I L      

10 
OKTOBER 

22 s.d. 24 Oktober 2025 
Dilmilti III 
Surabay

a 

2 2 Rp26.914.447 
   

 

11 NOVEMBER      
Sisa Anggaran 

Rp. 433.188 

12 DESEMBER N I H I L      

JUMLAH 4 4 
Realisasi 

Rp.58.386.812 
Jumlah Pagu   
Rp.58.820.000 

 

 



 

Page 38 of 89  

BAB III  

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

A. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ 

Pendidikan 

Di lingkungan Pengadilan Militer sumber daya manusia pada dasarnya di bagi 

dalam 2 kelompok. Berdasarkan kualifikasinya dan berdasarkan sumber rekruitmennya. 

Berdasarkan kualifikasinya, SDM dibedakan dalam tenaga teknis dan tenaga non teknis. 

Sedang berdasarkan sumber rekruitmennya, dibedakan sebagai personel TNI dan 

Aparatur Sipil Negara. Dua perbedaan mendasar ini sangat berpengaruh dalam 

pengelolaan dan pembinaannya. Sumber Daya Manusia (aparatur peradilan militer) yang 

berada dan menjadi tanggung jawab dan  kewenangan Pengadilan Militer Utama berjumlah 

1.015 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 530 personel TNI dan 485 ASN yang tersebar di 

23 unit satuan kerja lingkungan Peradilan Militer, serta 3 unit kerja Eselon I yang tersebar 

pada Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA RI dan Bawas MA RI. 23 unit satuan 

kerja tersebut adalah Pengadilan Militer Utama, 3 Dilmilti, 15 Pengadilan Militer tipe A dan 

4 Pengadilan Militer tipe B. 

Adapun komposisi sumber daya manusia di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung 

dan jajaran dibawahnya yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer 

Utama dalam membina personelnya adalah sebagai berikut : 

NO SATUAN KERJA 
JUMLAH PERSONEL 

TNI ASN 

1. Pengadilan Militer Utama 29 34 

2. Pengadilan Tinggi I Medan 16 35 

3. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 19 19 

4. Pengadilan Militer I-02 Medan 28 26 

5. Pengadilan Militer I-03 Padang 13 19 

6. Pengadilan Militer I-04 Palembang 21 26 

7. Pengadilan Militer I-05 Pontianak 16 21 

8. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin 10 20 

9. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 14 14 

10. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 27 31 

11. Pengadilan Militer II-08 Jakarta 33 26 
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NO SATUAN KERJA 
JUMLAH PERSONEL 

TNI ASN 

12. Pengadilan Militer II-09 Bandung 21 20 

13. Pengadilan Militer II-10 Semarang 24 14 

14. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 25 18 

15. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 24 26 

16. Pengadilan Militer III-12 Surabaya 26 22 

17. Pengadilan Militer III-13 Madiun 24 20 

18. Pengadilan Militer II-14 Denpasar 17 21 

19. Pengadilan Militer III-15 Kupang 11 17 

20. Pengadilan Militer III-16 Makassar 21 13 

21. Pengadilan Militer III-17 Manado 16 13 

22. Pengadilan Militer III-18 Ambon 15 19 

23. Pengadilan Militer III-19 Jayapura 18 11 

24. Mahkamah Agung RI 37 - 

25. Ditjen Badilmiltun MA RI 21 - 

26 Bawas MA RI 4 - 

Jumlah 530 485 

 

Jumlah personel di Pengadilan Militer Utama saat ini berjumlah 63 orang, terdiri  dari 

29 personel TNI, 21 PNS dan 13 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). Adapun Komposisi personel sebagai berikut : 

1. Sumber daya manusia di bidang teknis 

Jumlah sumber daya manusia di bidang teknis ada sejumlah 16 orang, dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Hakim 5 orang terdiri dari 5 orang Perwira Tinggi termasuk Kepala dan Wakil. 

b. Kepaniteraan terdiri dari Panitera 1 orang TNI, Panitera Muda 1 orang TNI, 

Panitera Pengganti 4 orang TNI dan Staf Kepaniteraan terdiri dari 2 orang TNI 

dan 9 orang ASN. 

2. Sumber daya manusia di bidang non teknis 

Sumber daya manusia di bidang Kesekretariatan berjumlah 41 orang terdiri dari 

16 orang TNI, 16 orang PNS dan 9 orang PPPK. 
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Distribusi Jabatan struktural adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Pengadilan Militer Utama dijabat oleh TNI. 

2. Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama dijabat oleh TNI. 

3. Panitera dijabat oleh TNI. 

4. Sekretaris dijabat oleh PNS. 

5. Panitera Muda Pidana dijabat oleh TNI. 

6. Panitera Muda Hukum belum terisi. 

7. Panitera Muda TUM belum terisi. 

8. Kabag Umum dan Keuangan dijabat oleh TNI. 

9. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian dijabat oleh PNS. 

10. Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran dijabat oleh PNS. 

11. Kasubag Kepegawaian dan IT belum terisi. 

12. Kasubag Keuangan dan Pelaporan dijabat oleh PNS. 

13. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga dijabat oleh TNI. 

 

Komposisi Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer Utama berdasarkan  

Pangkat/Golongan sebagai berikut : 

NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH 

TNI 

1 Mayjen/Marsda/Laksda TNI 1 

2 Brigjen/Masma/Laksma TNI 5 

3 Kolonel 2 

4 Letnan Kolonel 4 

5 Mayor - 

6 Kapten 2 

7 Letnan Satu - 

8 Letnan Dua 1 

9 Peltu 1 

10 Pelda - 

11 Serma 1 

12 Serka 4 

13 Sertu 2 

14 Serda 1 

15 Kopka 2 
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16 Koptu - 

17 Kopda 2 

18 Praka - 

19 Pratu 1 

20 Prada - 

TOTAL TNI 29 ORANG 

PNS (PANGKAT/GOLONGAN) 

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 

2 Pembina Tk. I (IV/b) 1 

3 Pembina (IV/a) - 

4 Penata Tk I (III/d) 3 

5 Penata (III/c) - 

6 Penata Muda Tk. I (III/b) 7 

7 Penata Muda (III/a) 6 

8 Pengatur Tk. I (II/d) 1 

9 Pengatur (II/c) 2 

TOTAL PNS 21 ORANG 

 PPPK (GOLONGAN) 

1 IX 3 

2 V 9 

3 Paruh Waktu 1 

TOTAL PPPK 13 ORANG 

 

Komposisi Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer Utama berdasarkan 

Pendidikan sebagai berikut : 

NO PENDIDIKAN TNI ASN 

1 S3 1 - 

2 S2 12 4 

3 S1 5 17 

4 Diploma - 3 

5 SLTA 11 10 

TOTAL 29 34 
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B. Mutasi/Promosi 

Promosi dan Mutasi dalam suatu organisasi adalah hal yang biasa dilakukan untuk 

kepentingan dan penyegaran organisasi serta bentuk pengembangan karir pegawai yang 

menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan. Selama tahun 2025 Pengadilan Militer  

Utama telah melaksanakan promosi/mutasi bagi personel di jajaran Pengadilan Militer  

sebanyak 124 kali yang terdiri dari 121 personel TNI dan 3 personel PNS. 

NO BULAN TNI ASN 

1 Januari 22 1 

2 Februari 2  

3 Maret 9  

4 April 1  

5 Mei 11 10 

6 Juni 25 32 

7 Juli 39 2 

8 Agustus  12 

9 September 4 197 

10 Oktober 6 3 

11 November 24 3 

12 Desember 1  

JUMLAH 144 260 

 

C. Kenaikan pangkat dan Pensiun 

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan 

pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada 

Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.  Agar 

kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan  pangkat harus 

diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Masa Kenaikan Pangkat 

Pegawai Negeri sesuai dengan bulan genap setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat 

anumerta dan kenaikan pangkat      pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat 

pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri 

Sipil. 

NO BULAN TNI PNS 

1 Januari   

2 Februari  2 

3 Maret   

4 April 46 12 

5 Mei   

6 Juni  2 

7 Juli   
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8 Agustus  3 

9 September   

10 Oktober 59 10 

11 November  6 

12 Desember  1 

JUMLAH 105 36 

 

Sedangkan masa pensiun adalah masa ketika seseorang telah mencapai usia 

tertentu dan diharuskan untuk berhenti bekerja. 

NO PENSIUN TAHUN 2025 

1 TNI   15 

2 PNS 16 

TOTAL 31 

 

D. Tanda Kehormatan 

Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada 

seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan 

kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Selama tahun 2025 Pengadilan 

Militer Utama telah mengajukan tanda kehormatan negara sebanyak 55 orang yang terdiri 

dari : 

TNI 

Tanda Kehormatan (Jumlah orang yang diajukan selama Tahun 2025) 

 

Total SL K 

VIII 

SL K 

XVI 

SL K 

XXIV 

Dharma 

Bantala 

Dharma 

Nusa 

Yudha 

Dharma 

Nararya 

Kartika 

Eka 

Paksi 

Swa 

Bhuana 

Paksa 

Dwidya 

Sistha 

16 21 36 3 1 11 2 1 1 92 

 

 

PNS 

Tanda Kehormatan (Jumlah orang yang 

diajukan selama Tahun 2025) pada Dilmiltama 

X Dwiwindu XXX 

1 1 1 
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E. Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ada sejumlah personel yang ikut diklat yaitu : 

NO DASAR KEGIATAN PESERTA 

1. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

29/KPMU/SP.DL1.6/I/2025 

tanggal 17 Januari 2025 

Bimtek Asesor secara luring 

pada tanggal 20 s.d. 22 

Januari 2025 

1. Marsma TNI Arif 

Wicaksono, S.H. 

2. Letkol Laut (H) Rachmad 

Roni, S.H., M.H. 

3. Kolonel Chk Endang 

Sumiarto, S.H., M.H. 

4. Erichon Bangun, S.E., 

M.M. 

5. Letkol Chk Ata Wijaya, 

S.H., M.H. 

6. Marsma TNI Evi Zuraida, 

S.H., M.H. 

7. Kolonel Kum Muhammad 

Idris, S.H., M.H. 

2. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

30/KPMU/SP.DL1.6/I/2025 

tanggal 17 Januari 2025 

Bimtek Asesor secara daring 

pada tanggal 20 s.d. 22 

Januari 2025 

1. Brigjen TNI Faridah 

Faisal, S.H., M.H. 

2. Nuratiah, S.H., M.H. 

3. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

288/KPMU/SP.DL1.6/VI/2025 

tanggal 20 Juni 2025 

Bimtek Aplikasi Srikandi pada 

tanggal 23 s.d. 24 Juni 2025 

Kapten Chk Thomas Willem 

Richard Imbiri, S.E., S.H. 

4. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

291/KPMU/SP.DL1.6/VI/2025 

tanggal 23 Juni 2025 

Bimtek Aplikasi Srikandi pada 

tanggal 24 s.d. 25 Juni 2025 

Fitrika Arfaningrum, S.E. 

5. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

356/KPMU/SP.DL1.10/VII/2025 

tanggal 16 Juli 2025 

Penyusunan Pedoman 

Standar Operasional 

Prosedur Kepaniteraan pada 

tanggal 23 s.d. 25 Juli 2025 

Kolonel Kum Muhammad 

Idris, S.H., M.H. 

6. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

Bimtek Kepaniteraan pada 

tanggal 23 s.d. 25 Juli 2025 

Letkol Chk Ata Wijaya, 

S.H., M.H. 



 

Page 45 of 89  

364/KPMU/SP.DL1.10/VII/2025 

tanggal 18 Juli 2025 

7. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

393/KPMU/SP.HM2.1/VII/2025 

tanggal 28 Juli 2025 

Pelatihan Juru Bicara dan 

Pengelolaan Media Sosial 

pada tanggal 29 Juli 2025 

1. Marsma TNI Evi Zuraida, 

S.H., M.H. 

2. Kolonel Chk Endang 

Sumiarto, S.H., M.H. 

3. Letkol Chk Ata Wijaya, 

S.H., M.H. 

4. Egia Rasido Tarigan, S.H. 

5. Herdian Syahfrufin, A.Md. 

8. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

435/KPMU/SP.DL1.2/VIII/2025 

tanggal 13 Agustus 2025 

e-learning Peningkatan 

Pemahaman Gratifikasi 

1. Laksda TNI Ismu Edy 

Aryanto, S.H., M.H. 

2. Brigjen TNI Faridah 

Faisal, S.H., M.H. 

3. Marsma TNI Arif 

Wicaksono, S.H., M.H. 

4. Nuratiah, S.H., M.H. 

9. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

623/KPMU/SP.HM3/X/2025 

tanggal 28 Oktober 2025 

Bimtek Keprotokolan pada 

tanggal 3 s.d. 4 November 

2025 

Kolonel Chk Endang 

Sumiarto, S.H., M.H. 

10. Surat Perintah Kadilmiltama 

Nomor 

624/KPMU/SP.HM3/X/2025 

tanggal 28 Oktober 2025 

Bimtek Administrasi Yudisial 

pada tanggal 30 Oktober s.d. 

1 November 2025 

Kolonel Kum Muhammad 

Idris, S.H., M.H. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN 

PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 

A. Pengelolaan Keuangan 

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan 

negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, 

dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.    Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer 

Utama meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan 

anggaran. 

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer Utama diselenggarakan oleh Sekretaris 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 

Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara  Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan 

serta Staf Pengelola PNBP. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan 

Militer Utama didukung sumber daya berupa penyediaan anggaran melalui Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang terdiri dari : 

1. DIPA-005.01.2.663161/2025 Tanggal 2 Desember 2024 

2. DIPA-005.05.2.663162/2025 Tanggal 2 Desember 2024 

 

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI 

Pada awal tahun 2025, jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi 

MA RI sebesar Rp6.630.218.000,- (Enam miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus 

delapan belas ribu rupiah). Pada tahun 2025, anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi 

MA RI mengalami penyesuaian anggaran yaitu: 

a. Pada bulan Februari 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung melakukan pemblokiran 

anggaran sebesar Rp1.114.049.000,- (Satu miliar seratus empat belas juta empat 

puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang sebesar 

Rp835.949.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh 

sembilan ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp278.100.000,- (Dua ratus tujuh 

puluh delapan juta seratus ribu rupiah); 

b. Pada bulan Maret 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI membuka blokir belanja 

barang dan belanja modal sehingga hanya menyisakan blokir anggaran Belanja 
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Barang perjalanan dinas sebesar Rp39.438.000,- (Tiga puluh sembilan juta empat 

ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); 

c. Pada bulan Mei 2025 mendapatkan penambahan anggaran Belanja Pegawai 

sebesar Rp129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga jumlah 

alokasi anggaran belanja pegawai menjadi Rp4.233.000.000,- (Empat miliar dua 

ratus tiga puluh tiga juta rupiah);  

d. Pada bulan September 2025 mendapatkan penambahan anggaran Belanja Pegawai 

sebesar Rp428.745.000,- (Empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat 

puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah alokasi anggaran belanja pegawai menjadi 

Rp4.661.745.000,- (Empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat 

puluh lima ribu rupiah) dan mengalami pengurangan anggaran Belanja Barang 

Honor PPNPN sebesar Rp191.920.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta sembilan 

ratus dua puluh ribu rupiah); 

e. Pada bulan Oktober 2025, Pengadilan Militer Utama mendapatkan Anggaran 

Tambahan Belanja (ABT) Belanja Modal sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh 

sembilan juta rupiah) dari jumlah pagu sebesar Rp349.000.000,- (Tiga ratus empat 

puluh sembilan juta rupiah) sehingga alokasi anggaran belanja modal menjadi 

Rp378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); 

f. Pada bulan Oktober 2025, pembukaan blokir sekaligus pemotongan pagu Belanja 

Barang perjalanan dinas sebesar Rp39.438.000,- (Tiga puluh Sembilan juta empat 

ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan  

g. Pada bulan November 2025 mendapatkan penambahan anggaran Belanja Pegawai 

sebesar Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah alokasi 

anggaran belanja pegawai menjadi Rp4.931.745.000,- (Empat miliar sembilan ratus 

tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).  
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Berikut ini adalah tabel dan grafik dari realisasi belanja DIPA (01) Badan Urusan 

Administrasi MA RI: 

Tabel Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2025 

NO KEGIATAN 
PAGU AWAL 

(Rp) 
PAGU REVISI 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
% SISA 

1 Belanja Pegawai 4.104.000.000 4.931.745.000 4.920.160.778 99,77 11.584.222 

2 Belanja Barang 2.177.218.000 1.945.860.000 1.944.350.472 99,92 1.509.528 

3 Belanja Modal 349.000.000 378.000.000 375.104.904 99,23 2.895.096 

JUMLAH 6.630.218.000 7.255.695.000 7.239.616.154 99,78 15.988.846 

 

Gambar Grafik Realisasi Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MA RI 

Pada awal tahun 2025, jumlah alokasi anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran sebesar 

Rp431.916.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah). 

Pada tahun 2025, anggaran DIPA Ditjen Badilmiltun MA RI mengalami penyesuaian 

anggaran yaitu: 

a. Pada bulan Januari 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha 

Negara melakukan pemotongan anggaran Belanja Barang Bimtek Kepaniteraan 

sebesar Rp246.526.000,- (Dua ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh 

enam ribu rupiah) 
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Pagu Awal 4.104.000.000 2.177.218.000 349.000.000

Pagu Revisi 4.931.745.000 1.945.860.000 378.000.000

Realisasi 4.920.160.778 1.944.350.472 375.104.904

Sisa 11.584.222 1.509.528 2.895.096
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b. Pada bulan Februari 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung melakukan pemblokiran 

anggaran Belanja Barang sebesar Rp124.823.000,- (Seratus dua puluh empat juta 

delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah); 

c. Pada bulan Maret 2025, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI membuka blokir 

anggaran dan hanya menyisakan blokir anggaran Belanja Barang perjalanan dinas 

sebesar Rp55.235.000,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 

dan 

d. Pada bulan Oktober 2025, pembukaan blokir sekaligus pemotongan pagu Belanja 

Barang perjalanan dinas sebesar Rp55.235.000,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga 

puluh lima ribu rupiah); dan  

e. Pada bulan Oktober 2025, Dirjen Badilmiltun MA RI melakukan pemotongan 

anggaran Belanja Barang perkara banding dan perkara perbedaan pendapat 

sebesar Rp4.115.000,- (Empat juta seratus lima belas ribu rupiah). 

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai 

berikut : 

Tabel Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI  

 

Gambar Grafik Realisasi Belanja DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KEGIATAN 
PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI 

% SISA 
(Rp) (Rp) (Rp) 

1 Belanja Barang 431.916.000 126.040.000 121.825.221 96,66 4.214.779 

JUMLAH 431.916.000 126.040.000 121.825.221 96,66 4.214.779 
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